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ABSTRAK 

Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah 

menjadi perhatian dunia Internasional, dikarenakan tidak diakuinya 

kewarganegaraan salah satu etnis minoritas yang telah tinggal beberapa generasi 

di bagian wilayah Arakan. Sehingga kaum minoritas ini menjadi korban persekusi 

oleh pemerintahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, 

menganalisis bagaimana pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan 

prinsip non-interference dalam hukum internasional serta hukum regional 

ASEAN dan bagaimana upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM 

dan prinsip non-interference dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di 

Myanmar. Di dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, 

acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. 

Berdasarkan kerangka pemikiran, kasus ini dapat diselesaikan tanpa 

mengesampingkan prinsip non-interference yang merupakan golden rule di 

ASEAN, dengan menggunakan strategi soft diplomacy dari badan HAM ASEAN 

yaitu AICHR dalam menangani krisis HAM Rohingya di Myanmar sudah sesuai 

dengan fungsi AICHR tanpa menentang prinsip non-interference. Namun jika 

diukur dari tingkat keberhasilannya memang belum sepenuhnya tercapai. Tetapi 

respon positif dari Etnis Rohingya juga pihak ketiga yang membantu dalam 

menangani kasus tersebut seperti anggota negara ASEAN dan organisasi 

internasional lainnya merupakan suatu hasil yang signifikan untuk penyelesaian 

kasus tersebut. Sampai saat ini AICHR masih terus berupaya dalam penyelesaian 

kasus tersebut demi terciptanya “Komunitas ASEAN” yang disebutkan dalam 

Piagam ASEAN Bab I, Pasal 1 (ayat 7) yaitu sebuah komunitas yang ditujukan 

untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM. 
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